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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR     12   TAHUN 2009
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA 

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Membaca
:
1.
Surat Bupati Bima Nomor : 171.3/256/001/2008 tanggal 15 Desember  2008 perihal Meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD kabupaten Bima;
2.
Surat Ketua DPRD Kabupaten Bima Nomor : 172/497/DPRD/2008 tanggal 29 November 2008 perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Bima.
Menimbang   
:
a.
bahwa Sdr. Drs. H.M. Syukur Kulle, SH Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 252 Tahun 2004 untuk masa keanggotaan 2004-2009, diusulkan untuk dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) sesuai Surat Bupati Bima Nomor : 171.3/256/001/2008 tanggal 15 Desember  2008 perihal Meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD kabupaten Bima;
b. bahwa sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Bima Nomor : 205/16/KPU/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Pengganti Antar Waktu dari Partai PKPB Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Sdr.  Hamade H.M. Yunus telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Derah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Memperhatikan 
:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima  Nomor : 171.2/ 1146/Adm. Pem.  tanggal 30 Desember 2008.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
 

KESATU
:
Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

Drs. H.M. Syukur Kulle, SH
dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima karena telah diberhentikan dari keanggotaan partai, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD.
KEDUA
:
Meresmikan pengangkatan Saudara :

Hamade H.M. Yunus
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram


pada tanggal 8 Januari 2009


ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

                    H.M. ZAINUL MAJDI
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta;
2. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri di Jakarta;

3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

4. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;

5.
Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;

6.
Inspektur Prov. NTB di  Mataram;

7.
Kepala Bakesbangpoldagri  Prov. NTB di Mataram;

8.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
9.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB di Mataram;
10.
Bupati Bima di Raba Bima;
11.
Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima;

12.
Ketua KPU Bima di Raba Bima;
13.
Ketua Pengadilan Negeri Bima di Raba Bima;
14. Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Prov. NTB di Mataram;

15.
Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Bima di Raba Bima;

16. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.
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